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Sejalan dengan perubahan regulasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan 
reformasi administrasi perpajakan melalui implementasi Core Tax Administration System 
(CTAS). Sebelumnya, DJP menggunakan berbagai aplikasi yang berdiri sendiri, seperti SIDJP, e
-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan e-Bupot, sehingga proses administrasi belum terintegrasi. Untuk 
mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mengembangkan CTAS berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 40 Tahun 2018 dan diperkuat melalui PMK Nomor 81 Tahun 2024. Sejak 1 Januari 
2025, seluruh wajib pajak diwajibkan menggunakan CTAS sebagai sistem administrasi       
perpajakan yang terintegrasi, real-time, transparan, dan berbasis data. 

Penelitian ini dilakukan pada PT Jobroindo Makmur, perusahaan yang bergerak di bidang BBM 
Industri dan Transportir serta merupakan mitra PT Pertamina (Persero). Perusahaan ini dipilih 
karena memiliki reputasi yang baik, dibuktikan dengan penghargaan The Best 2nd Fuel Agent 
2020 Corporate Sales Region VII. Meskipun demikian, sejak implementasi CTAS perusahaan 
menghadapi kendala dalam pemenuhan administrasi PPN. 
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Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT Jobroindo Makmur wajib menghitung, memungut, 
menyetor, dan melaporkan PPN sesuai ketentuan. Permasalahan yang dihadapi bukan berasal 
dari kenaikan tarif PPN, melainkan dari perbedaan hasil perhitungan PPN antara sistem internal 
perusahaan dengan CTAS. Pada sistem e-Faktur, nilaiDasar Pengenaan Pajak (DPP) dapat dis-
esuaikan hingga empat angka di belakangkoma sehingga hasil perhitungan sesuaidengan in-
voice perusahaan. Sebaliknya, CTAS hanya mengizinkankoreksi hingga dua angka desimal se-
hingga terjadi pembulatan otomatis yang menyebabkan selisih nilai PPN. Perbedaan tersebut 
menimbulkan ketidaksesuaian antara invoice dan faktur pajak yang diterima konsumen. Aki-
batnya, beberapa konsumen mengajukan keberatan dan meminta penyesuaian faktur pajak agar 
sesuai dengan invoice. PT Jobroindo Makmur telah berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Pa-
jak (KPP), namun solusi yang diberikan hanya menyesuaikan nilai faktur pajak mengikuti in-
voice. Demi menjaga hubungan bisnis dengan konsumen, perusahaan akhirnya mengikuti per-
mintaan tersebut meskipun menimbulkan kerugian sekitar Rp300.000 untuk setiap konsumen 
yang mengajukan keberatan. 
Berdasarkankondisi tersebut, penelitian mengenai Implementasi Core Tax Administration Sys-
tem (CTAS) dalam Pemenuhan Administrasi Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 
PT Jobroindo Makmur penting dilakukan untuk menganalisis implementasi CTAS, mengidenti-
fikasi kendala yang terjadi dalam administrasi PPN, serta memberikan masukan bagi pengem-
bangan sistem administrasi perpajakan digital yang lebih efektif, efisien, dan mampu menjadi 
referensi bagi perusahaan lain yang menghadapi permasalahan serupa. 
 
2. Tinjauan Pustaka  
2.1 Akuntansi 
Menurut Weygandt & Kimmel (2022:3), akuntansi merupakan sistem informasi yang men-
gidentifikasi, mencatat, dan menjelaskan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna 
informasi. Puspitawati Lilis & Anggadini Sri (2022:31) menyatakan bahwa akuntansi merupa-
kan proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk menghasilkan in-
formasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntansi merupakan 
sistem informasi yang mencatat, mengklasifikasi, dan merangkum peristiwa ekonomi sebagai 
dasar pengambilan Keputusan. 
2.2 Akuntansi Pajak 
Menurut Mardiasmo (2023:2), akuntansi pajak merupakan cabang ilmu akuntansi yang memba-
has pencatatan, pengukuran, pelaporan, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai ketentu-
an yang berlaku. Hendra Joni et al. (2023:5) menyatakan bahwa akuntansi pajak berkaitan 
dengan pencatatan dan penyusunan laporan transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pa-
jak yang harus dibayar. Dengan demikian, akuntansi pajak berkaitan dengan pencatatan, 
penggolongan, dan penyajian data transaksi keuangan yang berhubungan dengan kewajiban 
perpajakan. 
2.3 Konsep Pajak 2.3.1 Definisi Pajak 
Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2023:3), pajak merupakan iuran rakyat kepada 
kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa memperoleh jasa timbal 
balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Berdasarkan UU 
Nomor 7 Tahun 2021, pajak merupakan 
kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa im-
balan secara langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak 
merupakan kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-
undang untuk membiayai kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. 
2.3.2 Fungsi Pajak 
Menurut Pangerapan et al., (2023 : 3), pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu: 
1. Fungsi Anggaran (budgetair), sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai penge-

luaran rutin dan pembangunan. 
2. Fungsi Pengatur (regulerend), sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bi-

dang sosial dan ekonomi. 
3. Fungsi Redistribusi, menekankan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat melalui 

pengenaan tarif pajak. 
4. Fungsi Demokrasi, sebagai wujud gotong royong dan berkaitan dengan pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. 
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2.4.2 Dasar Hukum PPN 
Dasar hukum PPN diawali dengan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan PPnBM 
yang kemudian mengalami beberapa perubahan melalui UU Nomor 11 Tahun 1994, UU Nomor 18 
Tahun 2000, dan UU Nomor 42 Tahun 2009. Selanjutnya, ketentuan PPN diperbarui melalui UU 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta diperkuat dengan PMK No-
mor 131 Tahun 2024 dan PMK Nomor 11 Tahun 2025. 
2.4.3 Karakteristik PPN 
Menurut Mardiarsmo (2023:367), PPN memiliki karakteristik sebagai berikut: 
1. Pajak objektif, kewajiban pajaknya ditentukan berdasarkan keadaan, peristiwa, atau perbuatan 

hukum yang dikenakan pajak. 
2. Pajak tidak langsung, beban pajak secara ekonomis dialihkan kepada konsumen, sedangkan 

kewajiban pembayaran kepada negara berada pada pihak lain. 
3. Multi stage level, dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. 
4. Menggunakan faktur pajak, sebagai bukti pungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. 
5. Pajak atas konsumsi dalam negeri, dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP di dalam negeri.  
2.4.4 Subjek dan Objek PPN 
1. Subjek PPN adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

dan melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak (Pangerapan et al., 2023). 
2. Objek PPN meliputi penyerahan BKP, impor BKP, penyerahan JKP, pemanfaatan JKP dari luar 

daerah pabean, serta ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP oleh PKP. 
2.4.5 Tarif PPN 
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021, tarif PPN meningkat dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 
2022. Mulai 1 Januari 2025, tarif umum PPN ditetapkan sebesar 12% melalui PMK Nomor 131 
Tahun 2024 dan PMK Nomor 11 Tahun 2025 dengan penerapan DPP Nilai Lain sebesar 11/12, 
sehingga tarif efektif PPN untuk BKP dan JKP nonmewah tetap sebesar 11%. 
2.4.6 Perhitungan PPN 
Berdasarkan PMK Nomor 131 Tahun 2024 Pasal 3, perhitungan PPN atas BKP dan JKP yang 
bukan tergolong barang mewah menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 
11/12 dengan tarif PPN 12%. 
2.4.7 Penyetoran dan Pelaporan PPN 
Berdasarkan PMKNomor 81 Tahun 2024 Pasal 94 ayat(2), penyetoran PPN dilakukan paling     
lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara itu, berdasarkan Pasal 
171 ayat (13), pelaporan PPN dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak 
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berakhir. Dokumen pendukung administrasi PPN meliputi faktur pajak, invoice, purchase order 
(PO), surat jalan, bukti pembayaran, bukti setoran pajak, SPT Masa PPN, rekap pajak masukan 
dan keluaran, kontrak atau perjanjian kerja sama, serta dokumen pendukung lainnya. 
2.4.8 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 
Menurut Mardiasmo (2023:353), DPP merupakan dasar untuk menghitung PPN dan PPnBM 
terutang yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor. Selain itu, PMK 
Nomor 11 Tahun 2025 mengatur DPP berupa Nilai Lain sebesar 11/12 untuk BKP dan/atau 
JKP tertentu. Dengan demikian, PPN dihitung menggunakan DPP × 11/12 × 12%, sehingga  
tarif efektif menjadi 11%. 
2.4.9 Faktur Pajak 
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2023:250), faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak 
yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Faktur Pajak Elektronik atau            
e-Faktur dibuat melalui sistem elektronik yang ditentukan oleh DJP untuk meningkatkan      
keamanan administrasi dan mengurangi risiko faktur pajak fiktif, penyalahgunaan faktur, faktur 
ganda, serta keterlambatan penerbitan. Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP, 
penerimaan pembayaran sebelum penyerahan, penerimaan pembayaran termin, atau saat lain 
yang diatur PMK. 
2.5 Core Tax Administration System (CTAS) 2.5.1 Definisi CTAS 
CTAS merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan DJP untuk 
mengelola pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan perpajakan   
dalam satu sistem. CTAS merupakan bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi       
Perpajakan (PSIAP) berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 40 Tahun 2018 yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi 
data, dan kepatuhan wajib pajak (DJP, 2024). 
2.5.2 Fitur Utama CTAS 
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2025), CTAS memiliki fitur utama yang meliputi: 
1.  Registrasi Wajib Pajak, mencakup perubahan NPWP, NITKU, akses digital, pengaturan   

kata sandi, dan perubahan data. 
2.  Pengelolaan SPT, mengintegrasikan data faktur dan bukti potong untuk memudahkan     

pengisian dan pelaporan SPT. 
3.  Taxpayer Account Management (TAM), menyediakan informasi profil, transaksi, hak dan 

kewajiban perpajakan wajib pajak. 
4.  Pembayaran, mencakup pembuatan billing, daftar tagihan, akun deposit pajak, dan     

pemantauan status pembayaran. 
5.  Layanan Perpajakan, menyediakan akses layanan secara digital, borderless, otomatis, serta 

pelacakan permohonan. 
2.5.3 Manfaat CTAS 
CTAS memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi, integrasi, transparansi, keamanan, 
dan kepatuhan perpajakan. Sistem ini mengintegrasikan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, 
pengawasan, serta pengelolaan data perpajakan sehingga proses administrasi menjadi lebih   
terstruktur, real-time, dan berbasis data dibandingkan sistem sebelumnya. 
2.6 Hubungan antara CTAS dengan PPN 
CTAS memiliki hubungan erat dengan administrasi PPN karena mengintegrasikan proses   
pembuatan faktur pajak, pengelolaan pajak masukan dan keluaran, pelaporan SPT Masa PPN, 
pembayaran, serta validasi data dalam satu sistem. Menurut Mardiasmo (2023:23), administrasi 
perpajakan modern memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian bagi wajib pajak dalam 
memenuhi hak dan kewajibannya. Implementasi CTAS diharapkan dapat meningkatkan 
akurasi, ransparansi, efisiensi, dan kepatuhan dalam administrasi PPN melalui integrasi dan 
otomatisasi proses perpajakan. 
Namun, implementasi CTAS juga masih menghadapi kendala teknis, terutama perbedaan hasil 
perhitungan antara sistem internal perusahaan dengan CTAS terkait pembulatan angka dan 
penyesuaian DPP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas CTAS dalam administrasi 
PPN tidak hanya bergantung pada integrasi sistem, tetapi juga pada kemampuan sistem dalam 
mengakomodasi kebutuhan teknis wajib pajak. 
 
3. Metode Penelitian  
3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang     
melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. 
Tujuannya adalah untuk memahami secara holistik pelaksanaan Implementasi Core Tax       
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Administration System (CTAS) dalam Pemenuhuan Administrasi Perpajakan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) pada PT Jobroindo Makmur. 
3.2 Jenis Data dan Sumber Data 
3.2.1 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalahdata kualitatif, yaitu suatu metod 
penelitianyang berusaha untuk mengumpulkan, serta menyajikan dan menganalisis data sehingga 
dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang di teliti. Sumber data yang digunakan 
adalah data sekunder, yang tediri dari data SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Surat    
Penawaran, Invoice, dan Faktur Pajak. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
sumber yang sudah ada yaitu data-data yang yang berhubungan langsung dengan penelitian, dalam 
hal ini dilakukan dengan wawancara dan berkomunikasi langsung dengan pihak yang berada di  
divisi pajak untuk mencari data yang dibutuhkan. 3.2.2 Sumber Data yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan 
cara melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak  
narasumber yangterlibat dalampenelitianini.Sedangkan data sekunderadalah datayang diperoleh 
dari sumber lain yang sudah diolah terlebih dahulu sebagai tambahan informasi guna memenuhi 
keperluan tentang kejelasan masalah penelitian terkait pelaporan SPT Masa PPN oleh PT Jobroindo 
Makmur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 
3.3 Analisis Data  
1. Pengumpulan Data 
 Menurut Sugiyono (2023), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data untuk diteliti 
lebih lanjut. hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui data-data dan masalah yang peneliti kaji 
dalam penelitiannya. 

2. Menghubungkan 
 Mengumpulkan data yang diperlukan dari objek penelitian diperoleh melalui Survei,           

Wawancara, Observasi, maupun Dokumentasi. 
3. Mengolah Data dan Menganalisis Data 
 Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan        

pengolahan dan analisis data. Proses ini meliputi pemeriksaan serta analisis terhadap             
jawaban-jawaban yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara, serta informasi yang 
dikumpulkan melalui dokumentasi. Data yang telah dianalisis kemudian disusun secara 
sistematis guna mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

4. Menarik Kesimpulan 
 Penarikan Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, di mana pola-pola dan     

kecenderungan dari data yang telah disusun diidentifikasi dan diinterpretasikan. 
 
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Implementasi CTAS terkait Registrasi Wajib Pajak 
Hasil wawancara dengan Manajer, Kepala Accounting, dan Admin Pajak menunjukkan bahwa   
implementasi CTAS mempermudah proses registrasi wajib pajak. Perusahaan tidak lagi harus     
datang langsung ke KPP untuk pembuatan akun PKP, tetapi cukup melakukan aktivasi secara       
mandiri. Integrasi NIK menjadi NPWP juga mempermudah proses administrasi karena identitas 
wajib pajak dapat dilihat melalui KTP. Dalam penggunaan NITKU, PT Jobroindo Makmur      
sebelumnya menggunakan NITKU cabang, tetapi karena belum seluruh karyawan memahami alur 
CTAS, perusahaan memutuskan menggunakan satu NITKU pusat yang pengelolaannya              
dipercayakan kepada Kepala Accounting. Selain itu, pemberian akses digital dan pengaturan ulang 
kata sandi menjadi lebih cepat karena seluruh kebutuhan administrasi perpajakan telah terintegrasi 
dalam satu platform. 
4.1.2 Implementasi CTAS dalam Pengelolaan SPT Masa PPN 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SPT Masa PPN mengalami perubahan setelah 
implementasi CTAS. Sistem e-Faktur sebelumnya menyediakan dokumen dan lampiran yang lebih 
lengkap, seperti SSP, Formulir 1111 AB, A1, A2, B1, B2, dan B3. Sementara itu, CTAS hanya   
menyediakan SPT Induk dan Kode AB sehingga perusahaan harus melakukan rekapitulasi dan   
pengolahan data secara mandiri menggunakan Microsoft Excel. Kondisi tersebut juga menjadi   
kendala karena beberapa mitra usaha masih meminta dokumen perpajakan yang tersedia pada     
sistem sebelumnya. Selain itu, terjadi penurunan akurasi integrasi data faktur pajak dan SPT Masa 
PPN akibat perbedaan pembulatan. CTAS hanya memungkinkan pengeditan hingga dua angka di 
belakang koma, sedangkan e-Faktur sebelumnya dapat mengakomodasi hingga empat angka      
desimal. Perbedaan tersebut menyebabkan nilai pada sistem internal perusahaan dan CTAS tidak 
selalu sama. 
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4.1.3 Implementasi CTAS terkait Taxpayer Account Management (TAM) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur Taxpayer Account Management (TAM)             
mempermudah PT Jobroindo Makmur dalam memantau riwayat transaksi dan buku besar wajib 
pajak. Sebelum CTAS, pemantauan transaksi dilakukan melalui aplikasi Inova yang tidak     
terintegrasi dengan sistem perpajakanlainnya. Setelah CTAS diterapkan, informasi transaksi 
dan administrasi perpajakan dapat dipantau dalam satu platform. TAM juga meningkatkan 
transparansi dan akurasi data karena perusahaan dapat mengetahui ketidaksesuaian atau 
kewajiban perpajakan sebelum diterbitkannya SP2DK. Dengan demikian, perusahaan dapat 
melakukan pembetulan SPT dan menyelesaikan kewajiban perpajakan secara lebih cepat. 
4.1.4 Implementasi CTAS dalam Pembayaran Pajak 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi CTAS mempermudah proses pembayaran 
pajak. Sebelum CTAS, perusahaan harus mengakses aplikasi e-Billing secara terpisah, mengisi 
Surat Setoran Elektronik, dan mencetak kode billing. Setelah CTAS diterapkan, kode billing 
dapat terbentuk secara otomatis setelah proses SPT diselesaikan dan disetujui. Pembayaran juga 
langsung tercatat dalam sistem sehingga proses pembayaran dan pelaporan menjadi lebih      
terintegrasi. 
4.2 Hasil Pembahasan 
4.2.1 Implementasi CTAS terkait Registrasi Wajib Pajak 
Implementasi CTAS memberikan dampak positif terhadap administrasi registrasi wajib pajak 
pada PT Jobroindo Makmur. Integrasi NIK menjadi NPWP, aktivasi akun secara mandiri, serta 
pemberian akses digital dalam satu platform mempercepat dan menyederhanakan proses       
administrasi. Penggunaan satu NITKU pusat juga menjadi langkah perusahaan untuk          
mengurangi risiko kesalahan administrasi karena belum seluruh karyawan memahami sistem 
CTAS. 
4.2.2 Implementasi CTAS dalam Pengelolaan SPT Masa PPN 
Pengelolaan SPT Masa PPN menjadi aspek yang masih menghadapi kendala setelah               
implementasi CTAS. Sistem e-Faktur sebelumnya menyediakan lampiran yang lebih lengkap 
sehingga memudahkan perusahaan melakukan rekonsiliasi dan memenuhi permintaan dokumen 
dari mitra usaha. Sebaliknya, CTAS yang hanya menyediakan SPT Induk dan Kode AB        
menyebabkan perusahaan harus melakukan rekapitulasi data secara mandiri menggunakan      
Microsoft Excel. Kendala lain adalah perbedaan pembulatan akibat keterbatasan pengeditan 
angka desimal pada CTAS. Sistem e-Faktur dapat mengakomodasi hingga empat angka di 
belakang koma, sedangkan CTAS hanya dua angka. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan 
antara nilai pada sistem internal perusahaan dengan CTAS dan berdampak pada kesesuaian    
faktur pajak dengan invoice. Hal ini kemudian menimbulkan komplain dari konsumen dan     
perusahaan harus melakukan penyesuaian faktur pajak mengikuti invoice, yang dapat          
menimbulkan kerugian sekitar Rp300.000 per konsumen per transaksi. Temuan ini           
menunjukkan bahwa meskipun CTAS bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan, 
pada pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis yang memerlukan penyesuaian, khususnya 
dalam pengelolaan SPT Masa PPN dan akurasi perhitungan. 
4.2.3 Implementasi CTAS terkait Taxpayer Account Management (TAM) 
Fitur TAM memberikan manfaat positif bagi PT Jobroindo Makmur karena mampu      
mengintegrasikan informasi transaksi dan administrasi perpajakan dalam satu platform. Fitur ini 
juga membantu perusahaan meningkatkan transparansi dan akurasi data dengan memungkinkan 
pemantauan kewajiban perpajakan secara lebih proaktif sebelum diterbitkannya SP2DK. 
Temuan tersebut menunjukkan bahwa TAM mendukung pemenuhan administrasi perpajakan 
melalui akses informasi yang lebih terintegrasi dan membantu perusahaan mengidentifikasi   
serta menyelesaikan kewajiban perpajakan secara lebih cepat. 
4.2.4 Implementasi CTAS dalam Pembayaran Pajak 
Implementasi CTAS memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak. Integrasi antara 
penyelesaian SPT, pembuatan kode billing, pembayaran, dan pencatatan pelaporan mengurangi 
kebutuhan perusahaan untuk menggunakan aplikasi yang berbeda. Kondisi tersebut membuat 
proses pembayaran lebih sederhana, efisien, dan mudah dipantau. Implementasi CTAS       
memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak. Integrasi antara penyelesaian SPT, 
pembuatan kode billing, pembayaran, dan pencatatan pelaporan mengurangi kebutuhan         
perusahaan untuk menggunakan aplikasi yang berbeda. Kondisi tersebut membuat proses    
pembayaran lebih sederhana, efisien, dan mudah dipantau. 
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5. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Core Tax Administrasion System 
(CTAS) dalam Pemenuhan Administrasi Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT 
Jobroindo Makmur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1.   Implementasi CTAS membawa kemudahan dalam proses registrasi wajib pajak pada PT Jobro-

indo Makmur. Aktivasi akun kini dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus datang ke KPP, 
dan integrasi NIK menjadi NPWP mempermudah verifikasi identitas karena cukup 
menggunakan KTP. Lalu terkait NITKU, karena tidak semua karyawan memahami sistem baru 
ini, perusahaan memutuskan hanya menggunakan satu NITKU pusat yang dikelola oleh Kepala 
Accounting guna meminimalisir risiko kesalahan administrasi pajak. 

2.   Pengelolaan SPT Masa PPN menjadi aspek yang paling banyak menghadapi tantangan dalam 
implementasi CTAS. Hilangnya formulir Kode A1, A2 dan B1, B2, B3 mengharuskan perus-
ahaan melakukan rekapitulasi manual melalui Excel, yang justru menambah beban kerja. Per-
masalahan lebih kritis muncul akibat keterbatasan dua desimal dalam CTAS yang menyebab-
kan selisih nilai PPN dengan sistem internal perusahaan, sehingga memicu komplain dari kon-
sumen 
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